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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan penggunaan tanah kas desa di Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan 

Dukun, Kabupaten Magelang untuk tempat pemakaman tidak sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Magelang yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan 2030 karena dalam hal 

ini penggunaan tanah kas desa harus memenuhi syarat dan prosedur pemanfaatan tanah 

kas desa untuk tempat pemakaman. 

B. Saran  

  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka saran-saran yang 

dapat penulis ajukan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kabupaten Magelang hendaknya mengurangi penggunaan tanah pertanian 

untuk kegiatan non pertanian dengan cara melakukan sosialisasi dan evaluasi kembali 

terhadap Peraturan Daerah yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian 

menjadi non pertanian. Perlu adanya sosialisasi mengenai ketentuan, prosedur, syarat, 

waktu dan biaya dalam pengurusan izin pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan  

instansi pemerintah yang terkait, terutama di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa. 

2. Camat Dukun beserta staf diharapakan mampu mencegah penggunaan tanah kas desa 

yang berupa tanah pertanian menjadi non pertanian sehingga tidak terjadi pengurangan 

luas tanah pertanian demi menunjang produksi pertanian bagi kesejateraan masyarakat. 

3. Pemerintah Desa Sumber diharapkan mampu mencegah perubahan penggunaan tanah 

kas desa yang berupa tanah pertanian untuk kegiatan non pertanian.  

4. Pemilik tanah pertanian diharapkan sedapat mungkin mengurangi terjadinya perubahan 

penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian agar menjaga stabilitas pangan 
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nasional. Selain itu, diharapkan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan izin 

peruntukan penggunaan tanah. 

5. Masyarakat Dusun Diwak, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang 

diharapkan mampu memahami dan melaksanakan pemanfaatan tanah pertanian 

berdasarkan sosialisasi dan penyuluhan dari instansi terkait dan Kantor Pertanahan di 

Kabupaten Magelang. 

 

. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 Buku-buku 

 Bintarto R., 1984. Urbanisasi dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta. 

 Boedi Harsono, 2007. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang 

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta. 

 

Daud Silalahi, 1996.Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, Alumni, Bandung. 

Hasni,  2008. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-

UUPR-UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta. 

I Made Sandy, 1998. Penggunaan Tanah di Indonesia, Direktorat Tata Guna Tanah, Dirjen 

Agraria, Publikasi No. 25. 

I Wayan Suandra, 1991. Hukum Pertanahan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 

Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Alumni, bandung. 

Johara T. Jayadinata., 1986.Tata Guna Tanah DalamPerencanaanPedesaanPerkotaan, dan 

Wilayah, Penerbit ITB, Bandung. 

John Salinendeho, 1993. Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Cetakan ketiga, Sinar 

Grafika, Bandung. 

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, 2008. Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan 

Otonomi Daerah, Cetakan I, Nuansa, Bandung. 

Maria Sri Wulani Sumardjono, 2001. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan 

Implementasi, Kompas Jakarta. 

Mieke Komar Kantaatmadja, 1994. Hukum Angkasa dan Hukum Tata Ruang, 

MandarMaju, Bandung. 

Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008. Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan 

Tanah dan Penataan Ruang, Cetakan I, SinarGrafika, Jakarta. 

Samun Ismaya, 2011. Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, 

Suryo Sukanto, 1989. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 

Jakarta. 

Skripsi  

Priska Tia Setyawan, 2011, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Pengendalian 

Pertanahan Daerah Terhadap Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman 

Nomor 22 Tahun 2009. 

 

 

 



75 
 

Etika Handayani, 2007, Penggunaan Tanah Kas Desa di Desa Banyuraden Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman Untuk Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum Setelah 

Berlakunya Pasal VI Ketentuan Konversi UU Nomor 5 tahun 1960 juncto SK 

Gubernur DIY Nomor 82 tahun 2003. 

 

Intri Ayu Murti, 2012, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kecamatan 

Wonosari Dalam Mewujudkan Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2011. 

 

Peraturan perundang-undangan 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 

Peraturan  Pemerintah Nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk 

Keperluan Tempat Pemakaman 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 

Kekayaan Desa 

 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/1108/SJ/1984 tentang Perubahan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian 

 

Surat Edaran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410/1851/1994 

tentang Pencegahan Perubahan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan 

Non Pertanian Melalui Penyusunan Tata Ruang 

 

Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria 

Sekra 9/1/2 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian 

 

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 590/107/1985 tentang 

Pencegahan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Magelang 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Magelang 

 

 

 



76 
 

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan 

Desa 

 

Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pemberian Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan 

Perangkat Desa 

 

Peraturan Bupati Nomor 188/HK/1985 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Perubahan 

Status Penggunaan Tanah di Kabupaten Magelang 

 

Website  

JuniarsoRidwandanAcmadSodik,2012.DefinisitentangTata 

Ruang,Diaksesdarihttp://carapedia.com/pengertian_definisi_ruanginfo2120.html 

 

Definisi Ruang diakses dari http;//carapedia.com/pengertian_definisi_ruang info2120.html 

 

Definisi tanah kas desa diakses darihttp://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanah bengkok.html 

 

Definisi tempat pemakaman, http://ciptakarya.malangkab.go.id/index.php?kode=30. 

Pengelolaan tempat pemakaman diakses dari http://mataramnews.com/mataram-

metro/1386-dprd-kota-magelang-belajar-pengelolaan-sampah-kakus-dan-

pemakaman- 

 

Tempat Pemakaman diakses dari http://forum.jalan2.com/topic/4237-tempat-tempat-

pemakaman-mewah-di-beberapa-negara/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 


